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PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

Fadi

WAL] NAGARIT AIR HAJI BARAT

bahwa keterbukaan informasi publik  diselenggarakan
dalam rangka mewujudkan informasi publik yang
partisipasi dan akuntahilitas sebagammana dimaks=ud
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pablik;

. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat

nagan dalam memperoleh akses informasi publik vang
partisipasi dan akuntabilitas, perlu @ dilakubon
pengelolann layanan informasi publik negari yang sesual
dengnn pernturan perundang undnngan yang berlnkou;
bahwa untuk kectertiban dan kepastian dalam layanan
informasi publik Nagarn, peru ditctapkan  stander
lsyvanan informasi publik nagan sebagai acuan dalam
membenkan pengelolaan dan pelayanan informasi;

bahwa berdasarkan portimbangan sChagaImana
dimaksud dalam huruf a, humaf b, den huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan MNagar tentang HKeterbukaon
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Nagar AIR
HAJI BARAT,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 rtentang

Eeterbukaan Informasi Publik (lembaran Negaro
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan
Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48846);

. Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5495);

. Pergturan Komizsi Informasi Nomor 1 Tahun 2018

tentang Standar Layvanan Informasi Publik (Berita Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesis Nomor 1);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);



3. Peraturan Hupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018
tentang  Pedoman  Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di  Lingkungan Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Memutuskan

Menectapkan . KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
.

10.

11.

Nagar adalah Nagari AIR HAJ] BARAT.

Pemerintahan Nagarni adalsh penvelenpgparsan urusan pemerintzhan dan
kepentingan masyvarakat setempat dalam  sistern pemerintahan  Negara
kKesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Napari sehapai unsur
penyeleniggara pemerintahan Nagari.

Badan Publik Nagari adalah Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan
Nagari, Badan Usaha Milik Nagari danBadan Kerjasama Antar Nagari.

Wali Nagan AIR HAJI BARAT adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih
langeung oleh masveralat melahi pemiliban Kepala Desa.

HBadan Permusyawararan Nagar atan vang disebut dengan nama laimn adalah
lembaga vang melaksanakan Mungsd pemenntohon yang anggotanya
merupakan wakil dari pencuduk Nagori berdasarkan keterwakilon wilayah
dan ditetapkan secara demckratis.

Bodon Usoho Milk Nagarn vang sclonjuinye disebu: BUM Nagoard odalah
badan usahs yang sclurub atou sebagian besar modalnya dimalike oleh Desa
melalui penvertaan secara langsung yvang berasal dan kekayaun Nagarl yang
dipisahkan guna mengelola aset, jass pelayanan, dan usahs lainnyva untuk
sebesar-besarnyva kesejahteraan masyarakat Nagar.

Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BEKAD adalah badan

vang dibentuk atag dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepaia
Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa.

Perangkat Desa adalah Peranpgkat yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dar Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;

informnst ndnlah keternngan, pernyataan. goagasan, dan tanda tanda yanpg
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik dats, falts maupun
penjelagsannya vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknolog
informasi dan komunikasi secars eleltronik ataupon nonelektronik.

Informas: Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/aman diterima oleh suam Badan Poblik yvang berkaitan dengan
penyelenggarm  danpenpelenggaraan negara dan/aten  penyelenggara  dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesual dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentung Keterbuksan Tnformast Publik serta informasi
lain yang berkanan dengan kepentingan publik.



12.

1d

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

23.

24,

Informas: publik nagari adalah informasi vang dihasilkan, distmpan, dikeinla,
dikirim, dan/atan diterima oleh Pemerintahan Nagan yang berkaitan dengan
penyelengeara  danpenyelenggaraan negara  danj/atau  penyelengegara dan
penyelenggaraan Badan Publik Nagar lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang Noemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Poblik dan
Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 2014 Teotang Desa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari yang selanjutnya
disebbut FPID Nagar: adalah Sckretaris Nagar atau pejabat yang ditunjuk dan
di tetapkan cleh Wali Nagan atau pejabat vang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendolumentasian. penyediaan, dan/atou pelayanan Informasi
Publik Negori don bertenggung jewab langsung kepadn atasan PPID
sebogaimana dimaksud podo Peroturan i,

Atasan PPID Nagari adalah Weli Nagar vang merupaksn atasan lanpsung dari
PFIL Nagan.

Mcja Informasi adalah tempat pelsyenan informas: publik scria berbagm
garang atau faszilitas penvelenggarpan pelavansm informasi lainova yang
bertujuan memudahkan perolehan miormeas: pubilik.

Daftar Informas: Publik Nagan adalab cataran yvang berisi keterangan sccara
gistcmatis tentang scluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Pemermtahan Nagan dan Badean Permusyvawaratan Nagan tdak
termasuk informansi vang dikecualikan.

[nformas: publik berkala Nagan adalah informasi publik desa yang waiib
diumumkan dan disediakan secara berkala oleh Pemernntahan Nagari melahai
medin informasi yang dimiliki desa tanpa adanyva permohoan Informasi.

Informasa: publk serta-merta Nagari adalah informasi publik Nagar yang
watih dinmulian secara luas kepada masyarakat Pemermtahan Nagari melahoi
media informeasi vang dimiliki Nagari.

Informas: puh]ilr. tersedin setinp saal nagari adalah informasi publik nagan
voang wojibh disedikan Pemenntahan Negan pada seat tordapat permohonan
informasi publik nagari.

mformas: publik yang dikecualikan Nagan adalah informasi publik Nagan
yvang dikecuslikan dengan keputusan FPID Nagon sebaganimana ketentuan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tenteng Keterbukasn
Informasa: Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar, sclanjutnya disinghar APB Nagari
adalah keuangan tahunan Pemerntahan Magari vang ditetapkan dengan
Peraturan Nagan.

. Keuangan Nagar adalah semua hak dan kewajiban Nagari vang dapat dinilai

dengan uang &crta scgald sesuatu berupa uang dan  barang vang
berhubungan dengan pelaksanaan hok dan kewajiban Nagar.

Sistem Informas: NMaparm adalah sckumpulan perangkat keras, perangkat
hunak, sumber dava manusia, prosedur, dan/atau atiran erorganiaasi Secara
giatematis dan terintegrnsi untuk mengumpulkan, mengoloh, mengunmumion,
dan menyajikan Informasi Publik Nagan.

Pemohon Informasi Publik Nagar adalah warga negara dan/atau badan
hulkum Indonesia yvang mengajukan permohonan  Informasi  Publik
sehognimana dintur dalam Undong Undang Nomor 14 Tohun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.



25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau

Hadan Publik schapaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

26. Komisi formasi adalah lembaga manditd yvang berfungsi menjalankan

(1)

()
13)

[4)

Undeng-Undang  Keterbukaan Informasi  Publik dlan peETAlLLCAT
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik dan menyelesatkan Sengketa Informasi Publik melahid Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

BABII
ABAS DAN TUJUAR

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Seuap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setapPengguna
Informasi Publik, kecuali informssi publik yang dikecualikan.

Informast Publik vang dikecualikan bersifat kerat dan terbatas.

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik
dengan mekanisme memperoleh informasi vang cepat dan tepat waktu biaya
ringan dan cara sederhana

Informasi publik wvang dikecualikan bersifat rahasia  scsuai  dengan
UndangUndang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsckuensi yang timbul apabila suam informasi diberikan kepada
masyaraknat acrta setelah dipertimbangkan dengan scksama bahwa menurup
informos: publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan pada
membulkanya atou sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan ini bertujunn uniuk:

(1
(<)
[4)
(1)

memberiken  pedoman bagi  Pemerintehan Nagard  dalam  melaksanakan
pelayanan Informasi Publik Nagar;

meningkatkan pelavanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik
Magariuntuk menghasilkan lavanan Informasi Publik vang berkualitas;
menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperolen akses Informasi
Publik Magari dalam ranghka partispasi dan akuntatalitas; dan

Menjomin  termujudnyn  tTajuan  penyelenggarnan  keterbulknon  informast
schagaimana diarer dalam Undanpg-Undang Kererbukaan Informasi Publilke dan
Undang-Undang Desa.



BAB 111
HAK DAN KEWAJTBAN

Bagian Kesatu
Hak Peminhon Informasi Publik
Paszal 4

{1} Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan leetentuan
Peraturan Desa ini.
(2) Setiap orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoieh
Informasi Publik;
v, mendapatkan sslinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan
Undanpg-Undang ini; dan/atau
if. menvebariuaskan Informas Pulbhk BCRLUA dengan prraturan
perundangundangan.
(3] Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Pablik
digertal alasan permintaan tersehut,
(4] Setiap Pemohon Informas Pubhk berhak mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan stau kegagalan
gesuni dengan ketentuan Peraturan Desa ind,

Bagian Kedua
Kewajihan Pengguna Informasi Publik
Pasal 5

(1] Pengpuna Informasi Publik wajih menggunakan Tnforoasi Publik sesual dengan
ketentuan peramaran perundang-undangan.

(2] Pengguna  Informasi Publik wajib  mencaotumkan sumber deri mana  ia
memperoleh Informasi Publik, baik yong digunakan untuk .':El:pr_nti.ngnn sendin
maupun untulk keperluan publikasi scsual dengan letentuan  peraturan

perundeng-undangan

Hagian Ketiga
Hak Pemerintah Nagan
Pasal 6

(1] Pemerimish  Magari  berhak  menolak  memberiken  informasi  yang
dikecualikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2] Pemerintah Nagari berhak menolak  memberikan Informasi Publik apabila
tidakaesuiai dengan ketentuan peratoran perundang-undangan.

(3] Informasi Puhlik yang tidak dapat diberikan oleh Pemenintah Nagan, sebagaimana
dimaksud pada ayat |1jadalah:
a. nformasi yang dapat membahayakan ncgara;
b. informas:  yang berkaitan  dengan  kepentingan perlindungan  usaha

daripersaingan usaha tidak schat;

¢, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan/atau
e, informasi Publik vang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Nagari
Pusal 7

(1} Permerintah MNagari wajibh menyediakan, memberikan dan,/atau
menerbitkaninformasi Mablik vang berada di bawah kewenangannya kepada



Pemohoninformasi Publik, =elain informasi yvang dikecualikan sesuai dengan
ketentuzan

(2] Pemerintah MNagar wajth menyediakan Informasi Puhblik YADgE
akurat benar, dantidak menyesatkan,

(3] Unmuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat(2).Pemerintah
Desn harus membangun dan mengembangkan sisteminformasi dan doloomeniasi
untuk mengeloln Informas: Publik secara baik dan efimen sehingga dapat dinksca
dengan mudah.

(4] Pemerinieh Desa wajib membuat pertimbangan secara tertulis setinplebijnlcan
vang dismbil uniuk memenuhi hak sétap orang atas Informasi Publile

(5] Pertimbangan  sebagaimens dimaksud pada ayet (4) @antara  lain
memuatpertimbangan politik, ekonomi, sosial, budava, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara,

(6] Dalam rangka memenuhi kewajiban schagaimana dimaksud pada avat (1)sampai
dengan ayal [4) Pomerintah Nagan dapat memanfaatksan saranadan/atau medis
elektromik dan non elektronik.

Paszal B
Rewayban Pemenntah Desa yvang berkaitan dengan kearsipan dan pendekumentiasian
[nformasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan

BAB IV
MANFAAT

Bagian Kesatu
Manflaat Bagi Mas t

Passil 9

(1) Adanya jamingn hak bagi masyarakat untuk mengetahul rencans, program,
proscs, alasan pengambilan suatu kebijnkan publik tesmasuk yang terkait dengan
hajat udup crang banvak.

(2] Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijelken publik
don pengelolann pemenntah dean yvang beile,

Bagian Kedua
Manfast Bagi Pemeérintah Nagari
Pasal 10

(1) Mendorong penyelenggaraan pemerintah NAEAT YHME il yaitu
transparansi efekiivitas, elsiensi dan akuntabel;

2} Meningkatkan kualitas pengrtolaan dan prelayanan informssi i
hngkunganpemerintah nagar untuk menghasilkan pelayanan nformaai yvang
berkualitas,

BAB WV
INFORMASI FUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN

Bagian Kesaiu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 11

(1) Setiap Pemerintah Nagari wajib mengomombun secdars berkals Informasi Pablik

yang sekurangkurangnya terdin atas:
a. profil Nagan yvang mcliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur

organisasi, dan profil smgkat pejabat;



b. matriks Program atau kegiatan yang sedanp dijalankan yang meliputi; nama
program fkegiaran, jadwal wakiupelaksanaan, penanggungjswab sumber dan
besarananggaran;

c. matriks Program masuk Nagar yang meliputi program dari Pemerintah
Pusat, Daerah Provinsi, Dacrah Kabuparen /Kota, dan pihak ke 3 [tiga) serta
data penerima baniuan program;

d. delumen Rencana Pembangunan Jangka Menengnh Nagar, Rencana Kera
Pemerintnh Nagan don Daftar Usulan Rencana Kerjo Pemerintoh dan
Anggaran Pendopetan dan Belanjn Nagari;

2. peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun
berjaian:;
[ laporan Kinerja Pemerintah Nagan yang meliputi paling sedikit:
l. laporan penyolenggaraan Pemerintahan Nagan akhir tahun anggaran;
dan/atau
2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagariakhir masa jabatan;
g. Laporan Keuangan Pemerintah Nagar vang paling acdikit terdir atas:
. laporan realisas: Angeasan Mendapatan dan Delanja Nagari;
2. laporan realisdsl kegiatan;
3. kegiatan vang belum selesa: dan/atau tdsk terlaksana;
4. gisa anggaran; dan
5. alamar pengaduan;
k. daftar peraturan dan mnecangan peraturan Pemerintah Nagari; dan
i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkaninformasi Publik Desa.

(2} Pengumuman gecara berkala sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaloalcan
selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun

(1)

i)

Hagian kedua
Informasi Publik Nagari vang Wajib Divmumkan Secara serta merta
Pasal 12

Sctiap Pomenintah Nagan wajib mengumumkan informes: yvang dapat mengancam
hajat hudup orang banyvak doan ketertiban umum paling sedilt;

a.
b.
¢. bencana sosial seperti kerusuban sosial, konflik sosial antar kelompok atau
o

e,

£

informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan kerena
faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar
Dizsa;

informasi tentang keadaan bencana non-alam sepert pencemaran lingkungan;

Aanitar komunitas masyarakatl dan ieror;

informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakil
yang berpotensi menular;

mformasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumai  alsh
masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utlitas publilk,

standar pengurmuman mmlormasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) paling
sedikit melipati:

I - 8

. potensi bahava dan fatau besaren dampak vang dapat ditimbulkcan;

pihak vang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pthak yang berwenang;

pihak yang wajib mengumumkan informasi vang dapat mengancam hajat hidup
orang benvak dan ketertiban oo,

tita cara pengumuman informasi apabila keadaan darurar terjadi; danupaya
vang dilakukan eclch Badan Publik dan/atau pihak yvang berwenang dalam
menenggulang bahaya dan/atau dampak vang ditimbulkan.



{3) Informasi Publik Napgari yang Wajib Diumumkan Secara Serta Mera diumumbkan
paling sedikit pada papan pengumuman De=a den/ataun media l5in yang laam
dipunakan dan dijangkau dengan mudah aleh masyarakat.

Dapian Ketiga
Informasi Publilk Nagari yang Wajib Tersedia Setiap Sanat
Pasal 13

Setinp Pemerinteh Negan wajpb menyediakan Informasi Pubhlk Nagari vang Wajb

Tersedia Setap Sast vang paling sedildnerdinl atas;

a. Daftar Informasi Publik I‘iaga.ri yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi,
pejabat funit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan
informasi, waktu dan tempal pembuatan ml’nrmul, [ormat informes! vang tersedia,
jrngka wasktu prnylimpanan atau masa retensi /rsip;

b. informasi tentang Peraturan Wagari, Peraturan Bersama Wali Nagari, Peraturan Wali

Nagari, Kepuiusan Badan Pormusyawaratan Nagan vang paling sodikit terdin atas:

1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan wvang mendasan  terbitnya
peraturan dan /atau kepurusan tersebut;

2, peraturan dan/atau kepurusan dan berbagai pihak:;

<. nsalah rapat dan proscs pembentukan peraturan dan/atauy keputusan teraebut,

4, rancangan peraturan dan/atan keputusan tersebaat;

5. tahap perumusan peraturan dan/atan keputosan tersebut; dan

6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.

seluruh dokumen Informasi Publik Nagari Berleala wajib disediakan;

profil lengkap Wali Nagari dan Peranglear Nagari;

profil Nagari;

sursat perjanjian dengan pithak ketiga beritkut dokumen pendukungnya;

sural menyural pimpinan atag pefalsl Pemerintah Negan dalon rangks pelaksaiaan

tuges pokok dan fungsinya;

h. data perbendaharaan atau inventaris;

informasi mengenal proses dan penectapan pemihhan Wali Nagar;

berita acara hasil musyawareh Badon Permusvawaratan Nagan, Musvewarah Nogan

dan Musvewarsh Perencansan Pembangunan Nagan,

k. mformasi mengenai kegintan pelayanan [nformasi Publik vang dilaksanakan, sarana
dan presarang layanan Informasi Publik vang dimiliki beserta kondisinya, sumber
daya manusia yang menangani lavanan Informasi Publik beserts kualifikasinya,
anggaran lavanan Informasi Publik sera laporan penggunsaanmnyi;

L. Informasi Publik Nagar lainnya yvang telah dinvatakan ferbuks bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan danfatau penvelesaian sengketa di Komisi
Informasi dan proses hukum lainnya;

m. Rerita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Nagari;

n. Anpparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari; dan

a. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Nagari.

oA

[*
"

—_
n

Bagian Keempat
Informasi yang dikecualikan
Posal 14

Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Nageri bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan Informasi Pubilik.

Pasal 15

(1) Pengecualian Informasi Publik Nagari didasarkan pada pengujian tentang
konsckuensi yang tmbul apabila suatu informas: dibcrikan scris  sctelah
dipecrtimbangkan dengen scksama bahwa menutup Informasi Publik Nagan dapat
melmdung kepenbingan yang lebih besar danpaca rnembukanya atau schaliknys.



(2) Pengeculian Informasi Publik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dalam musyawarah Nagan

Informasi yang dikecualikan sehapaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sehagai
berikut:

(3

1

2)
13

a.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, vaitu informasi vang dapat:

1. menghambat proses penyvelidikan dan penyidilenn suatu tindale pidana;

2, mengungkaplan identitas informan, pelapor, saksi, danfatou korban vang
mengetahul adanye tindak pidana;

3. mengunggapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana vangberhubungan
dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4, membahayakan keselamatan dankehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganye; dan /atau

5. membaheyakan keamanan peralatan, ssmnas, dan/stag presaranapenegak
hukum.

Informazi Publik vang apabila dibuka dan dibenkan kepada Pemohon Informasi

Publik dapat mengganggu kepentingan  perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dar persainpan usaha tidak sehat;

Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan kepada Pernohon Informasi

Publk dapat membahavakan periahanan dan keamanan Negara sesial ketentuan

peraturan perundang-undangan;

informasi Pablik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik dapat mengungkapkan kekavaan alam Indonesia;

Informasi Puhlik yang apabila dibtuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

Fublik, dapar mergikan ketahanan elkonomi nasional sesuai kerenmian peraniran

perundang-undangan;

Informasi Puhlik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik, dapat merugikan epeotingan hubungan luar negent sesunl kelentuan

peraturan perundang undangan Informasi Publik yeng apabila dibuka dapat

mengungkapkan isi fakia otentik yang bersifat pribadl dan kemauan terakhir

ataupun was:al sescorang:

Informas: Publik yang apabils dibuka dan dibenkan kepads Pemohon Informasi

Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yvaitu:

» rowayiat dan kondisi angegola keluarga;

riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehaten fisik, dan psikis

RERCOTATIED

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank sescorang;

hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan

rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

catatan yang menyangkut pribadi sescorang vang berkaitan dengan kegiatan

saluan pendidikan formal dan satuan pendidiksan non formal.

memaorandum atan surat antar Badan Publik atan intra Badan Publik, yang

menurat sifarnya diwanasiakan kecuali ataz putusan Roms Informas: atan

pengadilan:

informasi yang tidak boleh dungkapkan berdasarkan Undeng-Undang.

;opE R

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOEUMENTASI NAGARI

Bagian Kesatu
Peneiapan PPID Nagari
Pasal 16

Dalam melaksanalan tugss Pelsvanan Informesi Publik Nagard perlo ditetaplkan

PPID Nagari.

Wali Nagari merupakan atasan PPID Nagari.

Wah Nagan dapat monunjuk dan menctapkan Sckretans Nagen schagai PPID

MNugar.



Bagian Kedua
Tanggung rawab dan Wewenang PPID Nagar:
Pazal 17

PPID Nagan bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Nagan yang meliputi
proges penvimponan, pendokumentasian, penvedinon don pelayanan Informasi Publik
MNogari.

|1}

[2)

13

[4)

[1)

Pasal 18

PPID Nagari bertangpung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik Nagar yang berada di Badan Publik
Nagar.

PPID Magari dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam hal
pengelolaan seluruh Informaal Publik Nagari.

Dalam rangka tanggung jawab schagaimana dimaksud pada avat (1), PPID bertuges
mengkoordinasikan pengumpulan seluroh Informasi Publik Nagan zecara fsik dan
achiap Badan Pubhk Nagan vang mehpub;

a. Informasi Publik Negan yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkals;
b. Intormasi Publik Negari yvang Wajib Tersedia Setiap Saat dan

€. informasi teriuika lainnya vang diminta Pemonon Informasi Publik,

Dalam rangka tanggung jawab sehagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas
menpgkoordinasikan pendataan Informasi Publik Nagari yang dikmasai aleh serviap
Badan Publik Nagar untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Nagari setelah dimutakhirkan cleh pimpinan masing-masing Badan Publik Nagari
paalinng sedikit | [satu) kali dalam sebuilan

Penyimpanan Informasi Poblik Nagari sehagaimana dimaksud pada ayat [1) dan
ayvatl (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kearsipan.

Pasal 19
PPIL Magan berimnggung awab mengkoordinasikan penvediann don pelayvanan
selurubh Injormasi Publik Nagan di bawah penguasaan Badan Publik Nagar vang
dapat diakses oleh publik.

(2] Dalam rangksa tanggung jawab scbapaimana dimakesud pada avat (1), PPID Nagari
bertugss mengkoordinasikan penyvediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa
melalul pengumuman dan/atau permohonan.

(3 Dalam hal kewajiban menpumumkan Informasi Publik, PPID berogas ontuk
mengkoordinasikan:

a. pengumuman [nformasi Publik Nagari melahii media yang secara efeloif dapat
menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyvarakat; dan

b. penyampaian Informasi Publik Nagari dalam bahasa Indonesia vang balk dan
benar, mudah dipahami serta mempertimbanghan penggunaan bahasa dan
cara yang dipunakan oleh penduduk setempat,

(4] Dalam hal adanya permononat Informasi Publik Nogar, FPID Nagnr bertugns:

a. memberiken Informasi Publik Nagari yang dapat dinkses oleh publik setelah
berkoordinasi dengan Badan Publikk Nagaori;

b. melakukan pengujiian tentang konseluens: vang timbul sebagaimana diatur
dalam Pesal 19 Undang-Undang Keterbuksan [nformasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik ertentu dikecualikan;

¢, menyertakan alasan tertulis pengecualisn Informasi Publik secara jelas dan
Loy, dalam hal permobonan Informasi Publik ditolsk; dan

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yvang dikecualikan beserta
alasannya.

(5] Dalam hal terdapat keberatan atas penyediasn dan polayanan Informas Publik
Nagari, PPID Nagan melakubkan koordinas: dengan Atasan PPID Nagar,



(6] Dalam hal memyusun Laporan dan evaluasi lavanan informasi publik Nagari PPID
Nagari melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah
permohonan mmformasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan
jumlah sengketa informasi.

Pasal 20

Dralam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Nagan berwenang:

a.
b.

L

(1)

12)

1)

[5)

|6)
[7)

mengkoordingsileon setinp Badon Publik Nogari dalam melaksanakan pelaynnon
Informasi Publik;

memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakees publik ateu tidek berdasarkan
pengujien tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal T;

menclak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik vang
dimohon termasuk informasi vang dikecualikan /rahasia dengen disertal alasan seria
pemberitshuan  tentang hak dan tata cam begi pemohon uniuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

menugaskan pejabatl fungsiomal dan/atag petugas informasi di bawah wewenang dan
koordinasinye untuk membuat, memelihara, dan/ateu memutakhirkan Dafiar
Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dzlam sebulan dalam hal
Badan Publik memilika pejabat fungsional dan fatay potugas informasi,

HAB VIl
PERMODHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGRKETA
INFORMAS] PUBLIK NAGARI

Bagian Kesam
Permohonan Informas: Pubbk Nagan
Pazal 21

Setinp Pemohon Informasi Publik Nagari dapat mengajukan  permintasn antuk

memperoleh Informasi Publik Nagari kepada PPID Nagari secara termulis artau tidak

tertulis,

PPID Nagan wajib mencatal nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Nagari,

sulyek dan format informas) serta cara penvempian informasi vang diminta oleh

Pemohon Informas Publik Nager.

PPIL Nagan wijih mencatal permintaan Informas: Publik Nagan yvong doapakcan

gecara tidak tertulis,

PPID Nsgari wajib memberikan tanda bukti penerimsan permintaan Informasi

Publik gebapmimana dimaksud pada avat (1) dan avat (3) berupa nomor pendafiaran

pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaiksan secara langsung atau melalui surat elektronik,

nomor pendaftaran diberikan sas! penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melaloi surat, pengiriman nomaor pendalaran

dapat diberikan hersamaan dengan pengiriman informasi.

PPID Nagari wajib menyampaikan pemberitabuan terrulis paling lambat 10

{sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, vang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasasnnya ataupun tidak;

b. PEID Naparn wapbh memberitonhukan Badan Publik Nagan vang menpuasa
informasi yong diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasannnya;

¢, penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercanum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan;

¢, dalam hal suatu dokumen mengundung materi yung dikecualikan sebagaimana

dimaksuld dalam Pasal 6, maks infiomesi veng dilecualikan tersebut  depat

dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

eya acrta cara pembeayaran untuk memperolch mformasi vang diminta.

™



&)

(1]

(2)

(1)

12)

(3]

(4

(1)

121

Badan Publik vang bersangkutan dapal memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sehagammana dimsksud pada ayat (7], paling lambat 7 [tajuh) han
kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis

Bagian Kedua
Pasal 22

Selinp Pemohon Informasi Publik Nagari dapat mengojulkan keberntan secara

tertulis kepada atasan PPID Nagonn berdasarkan clasan berilout :

a, penolakan @stas permintaan  inofoomasi  berdasarkan alasan  pengecuslian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. tidak disedinkannya Informasi Publik Nagari Berkala sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 Peraturan Nagari ini;

ticdak ditanggapinys permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tdak sebagaimana yang diminta;

lidlak dipenuhinya permintaan informasi; danfatau

pengenaan biaya vang tidak wajar,

PE‘HFIII‘IF.I!B[‘I informasi vang melehibi waktu yang diatur dalam Peraturan Nagari

mi. Alasan schagaimana dimaksud pada avat (1) hurof b sampai dengan huruf |

dapat disclesaikan secara musyawarah oleh kedun belah pihak.

b -

Pasal 23
Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Nagari paling lambat 30 (tiga
puhuh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sehagatmana dimaksud dalam Pasal
22 ayar (1].
J’itaﬂ?i é"FJ"ID Nagar sebagaimana dimaksud dalam Passl 22 ayat (1) memberilcan
tanggapan atas keberatan yvang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling
tambat 30 (tiga pulub) han kerja sejak diterimanya kebemban secar teriulis.
Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apahila atasan pejabat sehagaimana
dimaksud dalem Pesal 22 avat (1) menguatkan putusan vang ditetaplan olsh
bawahannya,
Dalam jangka waktu scbaganmana dimoksud pada avat (2), Atasan PPLD dapat
melakukan upaya musyvewarah dalam menanggapi keberatan Pemohon Informasi
Publik Nagari.

Bagian Ketiga _
Penyelesaian Sengkets Informasi di Komisi Informasi

Pasal 24
Pemohon Informasi Publik Nagari yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan kepatusan atasan PPID Nagari, herhak
mengamkan permohonan penveiesaian sengkets Informasi Poblik paling lambar 14
jempat belas) har kerja sejak di terimanya keputasan atasan PPID Nagari;
Penyelesaian senglketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada Komisi Informasi Provinad.

Poanl 25
MEDIA INFORMASI

Media informasi pemernniah nagar. meliputi :

1,

Media luar ruang yang berupa :
& Baliho

b. Banner

. Poster

Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayar (1) dibuat permanen dan
ditcmpatkan pada lokasi strategis schingga mudah dijangkau dan dibaca clch
pengguna informasi/ masyarakat nagan.

Media teknolog informas: melpun



g Website
h. No telepon atau layanan SMS
. Media Sos=ial
Media teknologi informasi pada ayat (2] bertujuan sebagai alal interaksidan
komunikasi digital antara pemerintah desa dan masyarakat yang berapa saran dan
kritik informasi dan aduan atan pertanyvaan.

4. Modia tatap mula meliputi ;
a. Forum dialog. dislous), masvawarah desa atau sebuton lnin,
b. Sozalisas
Media tatap muks schagaimansa dimeksud avat (3] sebagal sarana komunikasi imbal
balik antara masyvarakat dan pemerintah desa secara langsung. Media tatap muka
dilaksanakan paling sedikit dua kal: dalam setshun

Pasal 26
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK NAGARI

(1] Standar Lavanan Informasi Publik melalu Pengumuman PPID Nagan media atau alat
pengumumaean/ penyampaiandapat  mempertimbangkan dengan  kemampuan  dan
kondisi sosiologis masyarakat desa actempat.

(2) Laporen dan evaluasi layanan pubhk Badan Pubhk Nagan disampaikan kepada:

a. Musvawarah Desa;
b, Komisi Informasi Provinsi/ Kabupaten /Kota; dan
c. Pemerintah Daerah Kabuparen /Kota.

BAR VI
Pasal 27
FPEMBIAYAAN

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolasn informasi dan dokumentasi Nagari
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |[APBDes) dan atau sumber
dan pendapatan lain vang sah.

BAB IX
LARANGAN DAN SANGS]

Bagian Kesatu

Larangan
Pasal 28

(1) PPID Napar dilarang dengan senpgaja mennlak untuk membuka informas: yang
sehamianya di berikan secara rting, setiap saat dan fatau berdasarkan permohonan,
yvang menvebabkan keragian terhadap pihak lam;

[2) Pemanfaat Informasi dilarang denpgan sengaja menghancurkan/ menghilangkan
mformast yang berkaitan dengan kepentingan amum;

(3} Pemanfaat Informasi dilarang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar
alau menyesatkan dan mengakibatknn kerugian bag ammng lain,

Kedus
Sanlksi
Paizal 20

(1) Pemanfeat Informasi vang dengan sengaja melangegar sebaguimana dimaksud pasal
22 ayat (1) diberikan teguran dan mengganti kerusakan vang ditimbulkan.

(2) Pemanfeat Informasi vang dengan sengajas melangear sebagaimana dimaksud pasal
22 ayat (1) diberikan saoksi teguran dan mengklarifikass kepada publik.



fant Informasi dilarang dengan sengaja menghancurkan/  menghilnnglin

Ilﬁwﬂ yang berkaitan dengan kepentingan wmum;

Pemanfaat Informasi dilarang dengan sengnjn membuat informasi yang Hdak benm

Ay menyesatkan dan mengakibatkan Kerugian bagl orang lain

Bagian Keduna
Sanlsi
Pasal 29

(1) Pemanfaat Informasi yang dengan sengajn melanggar sebagaimana dimalkaud s

22 ayat (1) diberikan teguran dan menggant kerusalkan yang ditimbulkan

(2] Pemanfaat Informasi vang dengan sengajn melanggar sebagadmaona dimakeud pasil

22 ayat (1) dibernkan sanksi teguran dan mengklarifikasi kepada publik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 30

(1] Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ind menjadi

(2]
13

pedoman Pemerintah Nagari dalam melaksanakan

: pelayanan  informast publik
Hﬂﬁlﬁf‘: AIR HAJI BARAT, yang di tuangkan dalam program keterbukaan Informasi
publik,

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini akan dintur lebih
Peraturan Wali Nagari.

Peraturan T:-lﬂgari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setinp orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  peraturan  Nagart ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Nagar AIR HAJI BARAT.

lanjut pada

Ditetapkan di : NAGARI AIR HAJI BARAT
Pada tanggal : 14 NOVEMBER 20722

Wﬁ,'LlHAGHE! AIR HAJ BARAT

Diundangkan di Nagari Air Haji Barat
Pada Tanggal : 14 November 2022

Sekretaris Nagari Air Haji Barar

(1

YUNOFION

Lembaran Nagan AIR HAJT BARAT Tahun 2022 Nomor 11



